
  

BUPATI GORONTALO 

PROVINSI ORONTALO 

PERATURAN BUPATI GORONTALO 

NOMOR 23 TAHUN 2021 

TENTANG 

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN 

EVALUASI HIBAH YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN GORONTALO 

Menimbang : 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GORONTALO, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran 

1. 

Bab II huruf e angka 9 dan huruf f angka 19 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara 

penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan 

dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi 

hibah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah: 

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo 

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta 

Monitoring dan Evaluasi Hibah yang bersumber dari APBD 

Kabupaten Gorontalo. 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822),



3. 

ts 

DD. 

Undans-Undane Yeamar 17 Tahun 2003 tentano 

Lembaran Indonesia 

Nonier 

Keuangan Negaru 

2003 

Negara Republik 

Tahun 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik — Indonesia Nomor 

diubah 

1286), sebagaimana telah 

beberap ali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahu. 2020 tentang Penctapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Kebijakan Kcuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 Covid-19) dan/atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancumun yang Membahayakan Perekonomian 

NASI GELI Do SDI OUIIP ne udin Cin uGi 
2D J 

Undang-Undang 

Tahun 

Republik Indonesi: 

2020 Not. 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

»r 87, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 6485) 

Undang-Undang — Nomor l Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan — Negara — tLembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana 

telah diubah beberiwsa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi 

Undang-Undang (— Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6485) 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400), 

Kia oi , -9 8 Hu v 1 vena 1wasup| 
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10. 

11. 

Undang-Undang — Xomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Kerengan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2604 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 

Undang-Undang — Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nonor 224, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesa Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor Il Tahi: 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 243, 

Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 

6573), 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang 

Pemindahan Ibuxotu Kabupaten Dati II Gorontalo dari 

Isimu ke Limbow (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesie Nomor 3147): 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057): 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157): 
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Menetapkan 

12. Peraturan Mentes: Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781): 

MIMLTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 

PELAPORAN DAS PERTANGGUNGJAWABAN SERTA 

MONITORING DAN EVALUASI HIBAH YANG BERSUMBER 

DARI APBD KABUPATEN GORONTALO 

BAB I 

KISTESNY AN UMUM 

Pasal 

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan: 

1. 

2. 

5. 

Daerah adalah Kabupaten Gorontalo. 

Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan — urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah: otonom. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingket DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 

yang berkedudukan — sebagai — unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 

Bupati adalah Bupati Gorontalo. 

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala 

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 

kewajiban daerah tersebut. 

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan 

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan 

daerah. 
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13. 

14. 

Anggaran — Pendaputan — dan Belanja Daerah, yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintihun daerah yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan 

ditetapkan dengan peraturan daerah. 

Satuan Kerja Perangkat Dacrah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah perengkat daerah pada Pemerintah Daerah 

selaku pengguna anggaran/ pengguna barang. 

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPKD acalah perangkat daerah pada pemerintah 

daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang 
juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah 

kepala daerah vang karena jabatannya mempunyai 

kewenangan mem cenggarakan keseluruhan pengelolaan 

keuangan daerah 

Pejabat Pengelok. keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola 

keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum 

Daerah. 

Bendahara Umum Dacrah yang selanjutnya disingkat BUD 

adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan 

Keputusan Bupati vang dipimpin oleh Sekretaris Daerah 

yang mempunya! tugas menyiapkan serta melaksanakan 

kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang 

anggotanya terdiri pejabat perencana daerah, pejabat 

pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai 

kebutuhan. 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun. 

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya 

disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat 
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16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

rencana pendajasen dan belanja SKPD atau dokumen yang 

memuat rencam pendapatan, belanja dan pembiayaan 

SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah 

yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan 

APBD. 

Dokumen Pelaksencan Anggaran SKPD yang selanjutnya 

disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat 

pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat 

pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang 

melaksanakan junusi bendahara umum daerah yang 

digunakan  sebusu dasar pelaksanaan anggaran oleh 

pengguna anggaran. 

Hibah adalah pemberian dalam bentuk uang/barang atau 

jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, 

BUMD/BUMN, Budan dan Lembaga, serta Organisasi 

Kemasyarakatan vang Berbadan Hukum Indonesia, dan 

Partai Politik yang secara spesifik telah ditetapkan 

peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat 

serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran 

kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang bertujuan untuk mendukung 

terselenggaranya Tangsi pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan. 

Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat 

NPHD adalah naskuh perjanjian hibah yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara 

pemerintah daerah dengan penerima hibah: 

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut 

Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh 

masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan 

aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan 

tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang berdasarkan Pancasila. 

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat 

SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang 

bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/ bendahara 

Dangga Deypo| asa | SExga jwaBur 
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21. 

22. 

pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran: 
Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM 
adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh 
pengguna angguran/kuasa pengguna anggaran untuk 
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban 
pengeluaran DPA-SKPD: 

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat 

SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar 

pencairan dana vang diterbitkan oleh Bendahara Umum 

Daerah berdasarkan SPM. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud diundangkannya Peraturan Bupati ini sebagai 

pedoman dalam pemberian hibah yang bersumber dari 

APBD. 

Tujuan diundangkannya Peraturan Bupati ini agar 

pelaksanaan pemberian hibah yang bersumber dari APBD 

berjalan dengan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. 

BAB HI 

RUANG LINGKUP 

'asal 3 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 

a. 

b 

Cc. 

d 

»
 

Umum: 

Penganggaran, 

Pelaksanaan dan Penatausahaan: 

Pelaporan dan Pertanggungjawaban: 

Monitoring dan Evaluasi: 

Sanksi 

BAB IV 

UMUM 

Pasal 4 

Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada: 

a. pemerintah pusat: 
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(4) 

ND 

b. pemerintah dah lainnya: 

c. badan usaha nilik negara: 

A TnonPnga aa mn ha 

e. badan, lembese. dan organisasi kemasyarakatan yang 

berbadan hukus. Indonesia: dan 

f. partai politik. 

Pemberian  hibid: — berupa uang, barang atau jasa 

dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan 

keuangan dacral setelah memprioritaskan pemenuhan 

belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan 

pemerintahan prihun, kecuali ditentukan lain sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditujukan untuk nnunjang pencapaian sasaran, program, 

kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai 

kepentingan Dacrah dalam mendukung terselenggaranya 

fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan 

dengan — memperhatikan — asas keadilan, kepatutan, 

rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. 

Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memenuhi kriteria paling sedikit: 

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan: 

b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, 

Cc. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali: 

|. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung 

penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang 

tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan: 

2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah 

atau pemerintah daerah sesuai dengan 

kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan: 

3. partai politik dan/atau 

4. ditentukan lain oleh peraturan  perundang- 

undangan, 

Pora memaanua 
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(2) 

(3) 

d. memberikan sila manfaat bagi pemerintah daerah 

dalam mendukung terselenggaranya fungsi 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, 

€e. memenuhi persyaratan penerima hibah. 

Pasal 5S 

Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal diwa: (0) huruf a dilakukan dengan ketentuan: 

a. diberikan Kepada satuan kerja dari 

kementerian lembaga pemerintah non kementerian yang 

wilayah kerjanya berada dalam — dacrah — yang 

bersangkutan: 

b. dilarang tumpang  undih  pendanaannya dengan 

anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan: 

Cc. unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang 

membidangi irusan pemerintahan di bidang 

administrasi kependudukan dapat memperoleh hibah 

dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu 

tanda penduduk clektronik, 

d. penvediaan setiap keping blangko kartu tanda 

penduduk clek:ronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber 

dana yaitu Mibah APBD maupun anggaran pendapatan 

dan belanja negara, dan 

Lo diedit apa Maia eaty 

berkenaan. 

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada 

daerah otonom baru hasil pemekaran dacrah sebagaimana 

diamanatkan peraturan perundang-undangan. 

Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal & avat (1) huruf c diberikan dalam 

rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bilas Iepesarla arbana saha milik daerah sebapaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan dengan 

menanam AA Mp NA BA Map ap Lanang tanu 
ON LSRYOL AS 3 senDa WABUP Panah 

beb A | LA 
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(5) 

-10- 

ketentuan : 

a. diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang 
diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan, dan 

tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali 
uang atau jasa. 

Hibah kepada badan, lembaga dan kepada organisasi 

kemasyarakatan yang berbadan hukum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dilakukan dengan 
ketentuan : 

a. hibah kepada badan dan lembaga: 

l. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela 

dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan 
perundang-undangan, 

2 badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang 
telah memiliki surat keterangan terdaftar yang 
diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati, 

3 badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial 
kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ 
kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih 
hidup dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh 
pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah 
melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan 
instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat 
daerah terkait sesuai dengan kewenangannya, dan 

4. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan memenuhi 

kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah 
sesuai dengan kewenangannya. 

b. hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan 
hukum Indonesia diberikan kepada organisasi 
kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau 
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum 

perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan 
badan hukum dari kementerian yang membidangi 
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(6) 

(2) 

-11- 

urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Cc. hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan 
dengan persyaratan paling sedikit: 

1. memiliki kepengurusan di daerah domisili, 

2. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa 
setempat atau sebutan lainnya, dan 

3. berkedudukan dalam wilayah administrasi 

Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga 

yang berkedudukan di luar wilayah administrasi 

Pemerintd: Daerah untuk menunjang pencapaian 

sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan 

pemerintah dacrah pcmberi hibah. 

d. hibah kepada — organisasi kemasyarakatan dapat 

diberikan dengan persyaratan paling sedikit: 

IL telah terdaftar pada kementerian yang membidangi 

urusan hukum dan hak asasi manusia: 

2. berkedudukan dalam wilayah administrasi 

Pemerintah Daerah yang bersangkutan: dan 

3. memiliki sekretariat tetap di daerah yang 

bersangkutan. 

Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (S5) huruf a« angka 2 dapat diterbitkan oleh Kepala 

Perangkat Daerah herdasarkan wewenang yang diberikan 

oleh Bupati. 

Pasal 6 

"1 “ £ “ : ta 1 an 3 ha .— An noona PA Lx aa 

Pasal 4 ayat (1) huruf f berupa pemberian bantuan 

keuangan kepada partai poliik yang mendapatkan kursi di 

DPRD kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Besaran dan tatacara pemberian belanja hibah berupa 

bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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(8) 

(1) 
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BAB V 

PENGANGGARAN 

Pasal 7 

Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) 
menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati 

atau Kepala SKPD terkait. 

Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi 

usulan sebagainana dimaksud pada ayat (1). 

Dalam hal usulan atau proposal sebagaimana dimaksud 

ayat (1) diterima oleh SKPD terkait, SKPD terkait langsung 

melakukan verifikasi. 

Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) didasarkan pada 

ketentuan hibah sebagumana dimaksud dalam pasal 5. 

Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) menyampaikan hasil verifikasi kepada Bupati. 

Bupati menyampaikan hasil verifikasi ke TAPD sebagaimana 

dimaksud ayat (3) untuk dibahas. 

Pembahasan TAPD berkenaan dengan prioritas dan 

kemampuan keuangan daerah. 

Hasil pembahasan TAPD menjadi dasar penganggaran SKPD 

terkait. 

Pasal 8 

Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (8) 

menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam 

rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 

Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (Il). melipui anggaran hibah berupa uang, 

barang, dan/atau jasa. 

Pasal 9 

Hibah berupa uang, barang atau jasa dicantumkan dalam 

RKA- SKPD. 

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 

dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

Dasa an Pe aa 
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(4) 

Pasal 10 

Hibah sebagaimuna dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) 

dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, 

rincian objek, dun sub rincian objek pada program, 

kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi 

perangkat daerah terkait. 

Belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan 

kewenangan pemerintah dacrah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk 

menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub 

kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat 

daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Objek, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja 

hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hibah 

kepada: 

a. Pemerintah 

b. Pemerintah Daerah Lainnya 

Badan Usaha Milik Negara (BMUN) 

d. Badan Usaha Milik Daerah (BMUD) 

ce. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan 

yang Berbadan Hukum Indonesia 

f£ Partai Politik 

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah 

dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran APBD. 

BAB VI 

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN 

Pasal 11 

Pelaksanaan anggaran hibah berdasarkan atas DPA-SKPD. 

Pasal 12 

Daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis 
barang atau jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang 
APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. 
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(2) Keputusan Bupu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah. 

Pasal 13 

(4) Setiap pemberi. hibah dituangkan dalam NPHD yang 

disusun Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran. 

(2) NPHD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani 

bersama Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan 

penerima hibah. 

(3) NPHD sebagaimana dimaksid pada ayat (1) paling sedikit 

memuat ketentuan mengenai: 

a. pemberi dan pencrima hibah, 

b. tujuan pemberian hibah: 

d. hak dan kewajiban: 

Ce. tata cara penyaluran/ penyerahan hibah, 

LL tata cara pelaporan hibah:dan 

Pasal 14 

(4) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah 

kepada penerima hibah dilakukan setelah 

penandatanganan NPHD. 

(2) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan 

mekanisme pembayaran langsung (LS). 

Pasal 15 

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah berpedoman 

pada peraturan perundang-undangan. 

BAB VH 

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 16 

Penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan hibah 

kepada Bupasi inelalui SKPD terkait. 
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Pasal 17 

Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa dicatat sebagai 

realisasi objek belanja hibah pada Jenis Belanja Operasi dalam 

program, kegiatan, sub kegiatan SKPD terkait. 

Pasal 18 

Pertanggungjawaban SKPD terkait atas pemberian hibah 

meliputi : 

Ud. 

b. 

C. 

(2) 

Usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah, 

Keputusan kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran tentang 

penetapan daftar penerima hibah: 

NPHD: 

Pakta integritas dari pencrima hibah yang menyatakan 

bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan 

NPHD: dan 

Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau 

bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah 

berupa barang/jasa. 

Pasal 19 

Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan 

matcria. alas penggunaan hibah yang diterimanya. 

Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: 

a. laperan penggunaan hibah: 

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan 

bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai 

NPHD: dan 

bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai o 

peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah 

berupa uang atau salinan bukti serah terima 

barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa. 

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah 

melalui SKPD terkait paling lambat tanggal 10 bulan 

Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain 

sesuai peraturan perundang-undangan. 
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(H4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah 

selaku obyek pemeriksaan. 

Pasal 20 

(1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan 

pemerintah dacrah dalam tahun anggaran berkenaan. 

(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada 

pencrima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran 

berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca. 

BAB VII 

SANKSI 

Pasal 21 

(3) Penerima hibah yang menyimpang dari peruntukan yang 

telah disetujui dan bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan dikenai sanksi sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Penerima yang tidak melaksanakan dan melaporkan 

pertanggungjawaban hibah kepada Bupati melalui SKPD 

terkait dikenai sanksi berupa tidak dapat diberikan hibah 

pada waktu selanjutnya. 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 22 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka 

Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 

Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten 

Gorontalo Tahun 2012 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 
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Pasal 23 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo. 

Ditetapkan di Limboto 

Pada Tanggal 10 Sepremian Dexa      

  

    NELSON POMALINGO 

Diundangkan di Limboto 

Pada Tanggal 1) SEO "os wwmep 265 
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